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Pelindungan 
Data Pribadi

Pengelolaan pelindungan data berimplikasi pada 
banyak sektor, seperti hak asasi manusia, ekonomi, 
inovasi, hingga optimasi layanan publik.

Namun, pelindungan data pribadi di Indonesia 
masih bersifat sektoral dan tersebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang 
ada. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat 
pun masih beragam. Hal ini mendorong pemerintah 
untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Perjalanan dalam mengesahkan RUU PDP ini tidak 
hanya melibatkan para pelaku kepentingan saja 
tetapi juga perlu melibatkan input dari masyarakat. 
Maka dari itu, penting pula untuk mengetahui 
pandangan dan pendapat masyarakat mengenai 
proses pembuatan dan pengesahan RUU PDP. 
Menggunakan survei dan analisis media sosial, riset 
ini bertujuan untuk memahami pandangan dan 
pendapat masyarakat terkait data pribadi dan RUU 
PDP.



Referensi

Disclaimer

Kajian ini dirumuskan oleh Center for Digital 
Society (CfDS), pusat studi di bawah Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 
Institusi ini didirikan sebagai upaya keterlibatan 
penelitian dalam perkembangan dinamika sosial-
politik kontemporer, khususnya dalam kaitannya 
dengan teknologi informasi. Oleh karenanya, kajian 
ini disusun sebagai upaya mengangkat isu 
pelindungan data pribadi di Indonesia yang 
didukung oleh Meta.

Penelitian ini dilakukan dalam satu 
periode tertentu dan disiapkan sebagai 
informasi. CfDS maupun Meta tidak 
menggunakan data/data pribadi subjek 
penelitian untuk kepentingan internal 
pengembangan institusi.



Metodologi



Metode 
Survei

Penyusunan 
instrumen penelitian

Uji coba kuesioner 
survei

Pelaksanaan survei 
dengan 2401 responden
dari 21 Okt - 1 Nov 2021



Karakteristik 
Demografi Responden

45,9%
Laki-
laki

52,9%
Perempuan

1,2%
Tidak menjawab

27,6%
Internet 
rumah
berlangganan

72%
Paket 
data
mobile

0,5%
Tidak memiliki 
koneksi
internet pribadi

34
Provinsi

2401
Responden

13-80
Tahun



Pekerjaan Responden

Tidak bekerja/pensiun

Sekolah/kuliah

Pekerja bebas di bidang pertanian

Pekerja bebas di bidang non-pemerintah

Mengurus rumah tangga

Karyawan swasta/buruh

Karyawan pemerintah/PNS

Berusaha sendiri tanpa karyawan

Berusaha sendiri dengan karyawan 
tetap

Berusaha sendiri dengan bantuan 
pekerja tak dibayar

Ijazah
Terakhir
0,1% Tidak punya 

ijazah

0,7% SD/sederaja
t

5,2% SMP/sederaja
t

53,3% SMA/sederaja
t

6,5% Diploma (DI, DII, DIII, 
DIV)

27,5% Strata 
1

6,1% Strata 
2

0,6% Strata 
3

3,80
%

22,40
%

0,90
%

4,60
%

22,70
%
22,70
%

6,90
%

13,30
%

2,00
%

0,60
%



• Data diambil dari 
Twitter menggunakan 
Twint dengan 
beberapa kata kunci, 
seperti “RUU PDP”, 
“kebocoran data”, 
“data pribadi”, dan 
“keamanan data”

• Periode pengumpulan 
data: 1 Juli – 30 
September 2021

• Peneliti kemudian 
menganalisis 
sentimen dan konten 
dari 26.406 tweets 
yang berhasil 
dikumpulkan

Analisis 
Media Sosial

Klasifikasi 
sentimen 
menggunakan 
model IndoBERT 
dengan 
menghasilkan 3 
kelas sentimen: 
positif, negatif, 
dan netral.

Twitter
Scrappin

g

Datase
t

Preprocessing

Menghapus tanda 
baca dan angka

Menghapus 
username dan link

Lematisasi 
(mengubah kata 

menjadi kata dasar)

Tokenisasi 
(memisahkan teks 
berdasarkan tiap 

kata penyusunnya)

Klasifikasi 
sentimen

Hasil analisis 
sentimen



Tujuan 
Penelitian

Riset Media Sosial

Survei Pengguna Internet

Mengidentifikasi persepsi masyarakat 
Indonesia tentang pelindungan data 
pribadi

• Mengetahui pemahaman 
masyarakat tentang PDP

• Mengidentifikasi persepsi 
masyarakat terhadap urgensi RUU 
PDP

• Memetakan aspirasi maupun 
kekhawatiran masyarakat terkait 
PDP



Pemahaman 
Masyarakat 
tentang 
Pelindungan 
Data Pribadi



Apakah Anda mengetahui 
apa yang dimaksud dengan 

Data Pribadi?

Y
a

Tida
k

98,9
%

1,1
%

Mayoritas responden 
(98.9%) mengaku 
mengetahui apa yang 
dimaksud dengan 
Data Pribadi.

Namun ketika diminta untuk 

mengidentifikasi lebih lanjut, hanya 18.4%

responden (441 dari 2401 responden) yang 

mampu mengidentifikasikan jenis-jenis data 

pribadi.



Mayoritas responden mengaku 
mengetahui dan telah melakukan  
langkah-langkah sederhana untuk 
melindungi keamanan Data Pribadi.

13

92,2% responden membagikan bahwa mereka 
tidak menyebar informasi Data Pribadi dengan 
mudah. Sedangkan itu, 74.9% responden 
mengaku memblokir nomor, akun, maupun 
alamat email yang tidak dikenal dan 
mencurigakan. Terdapat pula 4,7% responden 
yang melakukan langkah-langkah pelindungan 
data lebih lanjut misalnya seperti 
menggunakan watermark, menggunakan 
aplikasi open source, dan memastikan data 
terenkripsi. 

Lainnya

Menggunakan 
VPN

Rutin 
mengganti

password

Memblokir nomor 
mencurigakan

Tidak menyebar 
informasi pribadi 92,20%

3,80
%

74,90%

54,60%

22,90%

4,70%

Tindakan Pelindungan Data Pribadi 
yang Telah Dilakukan



Kekhawatiran Responden 
terkait Pelindungan Data 
Pribadi (1)

Hampir seluruh responden (99.5%) 
setuju bahwa Pelindungan Data 
Pribadi merupakan hal yang 
penting.

99,5%

Mayoritas responden khawatir Data Pribadi mereka 
disalahgunakan oleh pihak manapun. Responden bahkan 
merasa sangat khawatir akan terjadinya penyalahgunaan data 
pribadi. 

Selaras dengan kekhawatiran ini, 
mayoritas responden (98.8%) mengaku 
telah mempraktikkan langkah-langkah 
pelindungan Data Pribadi secara 
mandiri. 

189
1

32
5 14

1
2
3

2
1

Sanga
t

Setuju

Setuj
u

Cukup 
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak Setuju

Saya khawatir Data Pribadi saya disalahgunakan oleh 
perusahaan, pemerintah, maupun pihak ketiga.



Kekhawatiran Responden 
terkait Pelindungan Data 
Pribadi (2)

Apakah Anda pernah 
mendengar dan/atau 
mengalami tindak 
kejahatan siber terkait 
penyalahgunaan data 
pribadi?

89,8
%

Sanga
t

Setuju

Setuj
u

Cukup 
Setuju

Saat ditanya lebih lanjut, mayoritas responden (98.9%) 
setuju bahwa kejahatan siber terhadap Data Pribadi 
dapat berdampak negatif pada kehidupan korban di 
dunia nyata. Lebih detail, 89.8% responden merasa 
sangat setuju, 8.2% responden mengaku setuju, dan 1% 
responden menjawab cukup setuju.

Menurut saya, kejahatan siber memiliki dampak 
negatif pada kehidupan korban di dunia nyata.

Ya, pernah 
mendengar

Ya, pernah 
mendengar
dan mengalami
Tidak pernah 
mendengar
dan mengalami

Mayoritas responden mengaku mengetahui apa yang 
dimaksud dengan kejahatan siber yang berkaitan 
dengan Data Pribadi. 



Namun saat ditanya 
lebih lanjut, 29.2% 
responden mengaku 
tidak mengetahui 
institusi pemerintah 
yang bertanggung 
jawab menangani kasus 
kejahatan siber terkait 
Data Pribadi.

29,2%

Tidak tahu kemana harus 
melapor bila menjadi korban 
kejahatan siber terkait Data 

Pribadi

responden



Persepsi 
Masyarakat 
terhadap RUU 
PDP



Apakah Anda mengetahui 
tentang RUU PDP? Lebih dari 

seperempat 
responden (28,6%) 
belum mengetahui 
tentang RUU PDP.

Y
a

Tida
k

Karakteristik responden yang belum 
mengetahui tentang RUU PDP

55,3%
Laki-
laki

46,3%
Lulusan SMA/Sederajat



Menurut saya, RUU PDP perlu 
untuk segera disahkan.

88.4% responden 
sangat setuju 
bila RUU PDP 
segera disahkan.
Hanya 0,35% (6) orang yang tidak 
setuju RUU PDP untuk segera disahkan.

Sanga
t

Setuju

Setuj
u

Netra
l

Tidak
Setuj

u

Sangat
Tidak 

Setuju



99.6% responden merasa perlu untuk 
mengetahui tujuan penggunaan Data 
Pribadi sebelum menyerahkan Data 

Pribadi kepada penyedia jasa.
Lebih rinci, dari 99.6% responden tersebut, 90.8% (2172) merasa sangat 

setuju, 7.5% (180) menjawab setuju, dan 40 (1.7%) mengaku cukup setuju.

99,6
%

90,8
%

7,5
%

1,7
%

Sangat 
Setuju

Setuj
u

Cukup 
Setuju



99.7% responden merasa perlu untuk 
memberikan persetujuan secara eksplisit 
sebelum Data Pribadi nya digunakan oleh 

pihak lain.
Lebih lanjut, dari 99.7% responden tersebut, 88.9% (2128) merasa sangat 

setuju, 8.9% (214) menjawab setuju, dan 2.2% (52) mengaku cukup setuju.

99,7%

88,9
%

8,9
%

2,2
%

Sangat 
Setuju

Setuj
u

Cukup 
Setuju



Menurut saya, saya berhak meminta penyedia 
jasa maupun pengelola untuk menghapus Data 

Pribadi yang telah saya serahkan. 

99.2% 
responden
menyatakan bahwa mereka memiliki 
hak untuk meminta penghapusan Data 
Pribadi yang telah mereka serahkan 
kepada penyedia jasa maupun 
pengelola Data Pribadi. 

Lebih jelasnya, 85.5% merasa sangat 
setuju, 10.3% merasa setuju, dan 3.4% 
merasa cukup setuju. Sedangkan itu, 
terdapat sejumlah kecil responden 
yang tidak setuju dengan pernyataan 
tersebut (0.5% menjawab tidak setuju 
dan 0.3% menjawab sangat tidak 
setuju).

Sanga
t

Setuju

Setuj
u

Cuku
p

Setuj
u

Tidak
Setuj

u

Sangat
Tidak 

Setuju



Mayoritas responden 
(99,7%) meyakini bahwa 
pemerintah memiliki 
tanggung jawab untuk 
menjamin keamanan 
Data Pribadi 
masyarakat Indonesia.

Apakah Anda percaya dengan 
kemampuan pemerintah mengelola dan 
menjaga keamanan Data Pribadi Anda?

Sangat 
Percaya

Tidak 
Percaya

Sangat Tidak 
Percaya

Cukup 
Percaya

Percay
a

91,3
%Sangat 

Setuju

1,5%
Cukup 
Setuju

6,9
%Setuj
u

Sebesar 14,9% responden tidak percaya dengan 
kemampuan pemerintah mengelola dan menjaga keamanan 
data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok 
masyarakat yang meyakini bahwa pemerintah wajib 
menjamin keamanan data pribadi masyarakat namun 
menyangsikan kemampuan pemerintah saat ini.



Mayoritas responden 
sangat setuju pemberian 
sanksi pada institusi atau 
pihak terkait bila terjadi 
kebocoran Data Pribadi.

87.6%
dari 2401 
responden
sangat setuju untuk memberi 
sanksi kepada institusi negara 
apabila terjadi kebocoran Data 
Pribadi di sistem institusi 
tersebut.

89,5%
dari 2401 
responden
sangat setuju bila
pihak swasta seperti 
perusahaan, dikenai sanksi 
bila terjadi kebocoran Data 
Pribadi.



Temuan
Media Sosial



Jumlah Tweet per Hari per Sentimen

Jumlah tweet dengan sentimen negatif meningkat secara signifikan ketika 
terjadi kasus kebocoran data, contohnya pada tanggal 31 Agustus dan 3 

September 2021

Sebagian besar tweet terkait 
keamanan data pribadi memiliki 

sentimen negatif

Dari total 26.406 tweets, terdapat:
14.683 tweets dengan sentimen negatif
10.825 tweets dengan sentimen netral
898 tweets dengan sentimen positif

Negati
f

Netra
l

Positi
f

56
%

3
%

41
%



Banyak pengguna Twitter 
yang setuju dengan kritik 
terhadap kinerja 
pemerintah, terutama 
Kominfo, dalam 
menangani kasus 
kebocoran data.

Selain itu, tweet 
mengenai tips dan 
anjuran untuk menjaga 
keamanan data juga 
mendapatkan 
engagement yang tinggi. 
Hal ini menunjukkan 
bahwa masyarakat 
menaruh perhatian yang 
cukup besar kepada 
pelindungan data pribadi.

Kritik terhadap 
pemerintah 
mendapatkan 
engagement 
yang tinggi



Poin Perhatian Masyarakat 
terkait RUU PDP
Larangan penggunaan dan 
transfer data pribadi tanpa 

persetujuan subyek data

Sanksi dan 
akuntabilitas bagi 
pengendali data

Lembaga 
pengawasan yang 

independen



Rekomendasi
Kebijakan

1. Upaya peningkatan literasi digital untuk 
masyarakat Indonesia, dengan pendekatan 
multi-stakeholder baik oleh pemerintah, 
lembaga pendidikan tingkat dasar hingga 
universitas,  sektor privat/platform teknologi, 
serta lembaga masyarakat

1. Keterbukaan pemerintah sebagai pengemban 
kebijakan (Kementerian Komunikasi dan 
Informatika) serta DPR RI untuk menerima 
masukan dalam proses perumusan hingga 
nantinya mencapai evaluasi implementasi, 
khususnya yang berdampak pada kelompok 
UMKM - korporasi

1. Membuat badan publik independen yang 
membawahi UU PDP di Indonesia untuk 
mengevaluasi dan memonitor implementasi 
kebijakan bagi kepentingan publik


